
  

x  

ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul Gugurnya nafkah iddah dan nafkah mut’ah dalam gugatan 

cerai akibat nusyuz (studi kasus putusan pengadilan agama depok No 

1261/Pdt.G/2020/PA.Dpk). skripsi ini dibuat untuk mengkaji mengenai hak nafkah 

isteri dalam gugat cerai serta menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim 

terkait gugurnya nafkah iddah dan nafkah mut’ah akibat nusyuz. Jenis penelitian 

yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan metode 

penelitian dengan menggunakan sumber data primer yang terdiri dari Putusan 

Pengadilan Agama Depok Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Dpk, Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHper). Penyusun tertarik untuk meneliti tentang 

bagaimana dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hakim, di dalam 

memutus perkara cerai gugat akibat nusyuz. Dalam konteks fiqih Islam mengenai 

pembagian nafkah iddah dan nafkah mut’ah dalam perkara cerai gugat para ulama 

fiqh berbeda pendapat. Imam Hanafi berpendapat bahwa perceraian yang diinisiasi 

oleh pihak istri (Cerai gugat), tetap ada/melekat hak bagi Istri untuk memperoleh 

nafkah iddah juga biaya tempat tinggal sebagaimana talak raj’i, alasannya karena 

istri yang bercerai karena cerai gugat juga dibebani masa iddah, dia 

tertahan/tersandra oleh hak mantan suami atas dirinya (yakni hak privilege mantan 

suami untuk menikahinya kembali, apabila sama-sama menghendaki). Artinya, 

nafkah iddah tersebut menjadi hutang bagi mantan suami sejak terjadinya 

perceraian, dan dia tidak berhenti/terhapus karena adanya saling merelakan 

dan/atau karena putusan hakim, Hutang itu tidak dapat gugur kecuali dibayar atau 

dibebaskan. Imam ahmad berpendapat bahwa perceraian yang diinisiasi oleh pihak 

isteri tidak mendapatkan hak iddah maupun biaya tempat tinggal. 

Hasil analisis putusan ini menjelaskan bahwa di dalam kasus perceraian yang 

diinisasi oleh pihak isteri, isteri memilikki hak untuk mendapatkan nafkah iddah 

dan mut’ah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Hal ini diperkuat didalam Surat edaran 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hal 15 menyebutkan bahwa isteri dalam 

perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak 

terbukti nusyuz.  

Kata kunci : perceraian, nafkah, nusyuz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


